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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
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ص ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
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3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
I 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
 
U 
 
u dan garis di 
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wau atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h].  
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah,khusus 
dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
 
 
 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama  : Andi Zulfadillah Marwandana  
Nim  : 10400115087 
Judul     : Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadap Kasus 
Penistaan Agama Ir.Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi 
Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr) 
 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan 
hakim dalam memberikan putusan yang bersifat Ultra Petita berdasarkan ketentuan 
hukum acara pidana Indonesia pada putusan Penistaan agama terdakwa Ir. Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok. 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Yuridis normatif dan Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil atau data yang diperoleh selanjutnya 
dikumpulkan dengan tiga tahapan analisis data diantaranya reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peneran Ultra petita dalam perkara 
pidana pernah di jumpai dalam beberapa putusan dimana hakim yang memiliki peran 
penting dalam memberikan putusan dalam pidana memiliki asas hakim bersifat aktif 
sehingga apabila ada fakta persidangan yang terungkap dan memungkinkan 
terjadinya penetapan putusan yang bersifat Ultra petita, maka hal tersebut tidak akan 
mencederai peradilan di Indonesia itu sendiri. 
xx 
 
Oleh karena itu, penulis menyarankan agar sebaiknya Jaksa Penuntut umum 
atau lebih tepatnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan harus 
lebih detail dan pengawasan harus lebih di tingkatkan sehingga majelis hakim dapat 
memeinimalisir terjadinya putusan yang bersifat Ultra petita tersebut. Maka dari itu, 
penulis berpendapat jika regulasinya masih belum kuat, maka Ultra petita akan selalu 
menjadi pusat perbincangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai negara hukum sesuai degan amanat UUD tahu 1945 
pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara 
Hukum yang dijadikan oleh Pakar hukum, dosen hukum hingga mahasiswa 
hukum dipandang sebagai suatu sistem hukum yang utuh di Indonesia. Ciri khas 
Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila tidak terlepas dari 
maksud dan tujuannya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, 
memajukan kesejahteraan umum yang tertib dan aman hingga memberikan 
keadilan bagi masyarakat baik kepentingan perorangan maupun kepentingan 
kelompok. Dengan adanya negara hukum Pancasila yang artinya semua sistem 
hukum yang diciptakan berdasarkan asas-asas yang terkandung atau tercipta dari 
dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan beregara yang tidak 
terlepas dari ketuhanan yang maha Esa. 
Istilah rechstaat atau rule of the law pun secara jelas dan tegas 
menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang tidak terlepas dari 
aturan dan perilaku manusia itu tersendiri, dalam hal ini hukum dapat dipandang 
sebagai seperangkat asas-asas yag mengatur perilaku manusia secara keseluruhan. 
Negara hukum dapat ditandai dengan beberapa unsur seperti pemeritahan yang 
berlandaskan Undang-undang, adanya persamaan dihadapan hukum hingga 
terciptaya lembaga peradilan yang bersih dan tidak memihak.  
Konsep Negara hukum dari A.V. Dicey yang mengemukan unsur dari 
pada rule of the law adanya supremasi aturan-aturan hukum yaitu tidak adanya 
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Agar tidak terciptanya kesesatan berpikir, maka dari itu dibutuhkan pendefinisian 
dari kata wewenang yang jika diadopsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 
memiliki pegertian mempunyai atau mendapat hak dan kekuasaan untuk 
melakukan sesuatu perbuatan tertentu1. Terdapat pula dalam Pasal 84 ayat (1) 
KUHAP yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa Pengadilan negeri 
berwenang mengadili dan memeriksa segala perkara yang menyangkut tentang 
tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Melihat dari rujukan 
tersebut, kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara pidana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah 
seharusnya menjadi wewenang yang mandiri, bebas dan tidak memihak dari 
lembaga peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman.  Adapun kompetensi 
peradilan umum secara jelas2 yakni: 
1. Kompetensi relatif yakni sebuah wewenang atau kekuasaan yang diberikan 
kepada peradilan umum untuk mengadili perkara dari suatu pengadilan 
tertentu yang dapat ditinjau dari domisili daerah atau tempat benda/barang 
ditemukan, serta domisili pilihan yang telah ditentukan dalam perjanjian 
yang telah disepakati oleh para pihak ( distributor of authority) ; 
2. Kompetensi absolut yaitu kompetensi yang memberikan kewenangan atau 
kekuasaan kepada peradilan umum untuk mengadili perkara dari suatu 
pengadilan tertentu berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan 
tugas (attribution of authority). 
Kewenangan inilah yang sering disangkut pautkan dengan tanggung jawab 
pengadilan yang didalamnya memiliki stakeholder baik itu hakim dalam memutus 
perkata yang adil bagi masyarakat luas dan memiliki kepastian hukum hingga 
                                                 
1Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
2www.suduthukum.com/kekuasaan kehakiman. Diakses pada 30 Desember 2018 pukul 12.06 
WITA 
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penegak hukum lainnya seperti advocad dan jaksa penuntut umum dapat ikut 
andil dalam tanggung jawab tersebut. Dalam 7 (Tujuh) Area pengadilan yang 
cerdas, dapat ditemukan tujuh bidang keunggulan pengadilan yang dinilai 
berdasarkan self assessment checklist IFCE3, yaitu 
1. Court management and leadership; 
2. Court planning and policies; 
3. Court resources and human material and financial; 
4. Court processes proceeling; 
5. Client needs and satisfaction; 
6. Affordable and accessible court services; 
7. Public trust and confidence. 
Merujuk terhadap penjelasan keunggulan tersebut, pada umumnya setiap 
masyarakat menginginkan peradilan yang bebas dan dapat dipercaya sebagai 
indikator dari terlaksananya tugas dan wewenang peradilan itu tersendiri dari segi 
putusan hakim yang kompeten dan berkualitas. 
Peran hakim pun semakin jelas dalam memberikan putusan dalam setiap 
perkaranya. Secara singkat, Hakim dapat diartikan sebagai konkretisasi hukum 
dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim 
sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam 
memberikan putusan, buktinya hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang 
berani dan mampu mengatasnamakan Tuhan dalam setiap putusan yang 
dikeluarkannya dan menjadi sebuah kewajiban untuk dimasukkannya hal 
tersebut4. Maka dari itu adapun suatu putusan terdiri dari 4 (empat) yakni : 1) 
Kepala putusan, bahwa Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial 
                                                 
3www.courtexcellence.com/ Diakses pada 30 Desember 2018 pukul 22.00 WITA 
4Zulkarain, 2013, Praktik Peradila Pidana, Penerbit Setara Press, Malang, hlm. 5 
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tersendiri  pada setiap putusan dan setiap putusan pengadilan yang bersifat 
mengikat haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jika didalam putusan 
tidak dicantumkan kepala putusan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim 
tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut (vide Pasal 224 HIR, 258 Rbg); 2) 
Identitas para pihak, dimana identitas tersebut menjadi salah satu syarat agar tidak 
Error in persona; 3) Pertimbangan/considerans yakni dapat dikatakan dasar pada 
putusan. Pertimbangan tersebut diisi oleh alasan-alasan hakim memberikan 
putusan terhadap suatu perkara, pertanggungjawaban hakim dalam 
mempertimbangan hal tersebut apakah sudah sesuai dengan keadilan yang 
menjadi cita masyarakat Indonesia atau belum hingga pertimbangan yang 
menjelaskan duduk perkara. Salah satu Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat 
dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg); 4) Amar atau dictum 
dapat pula diartikan sebagai jawaban terhadap petitum (tuntutan). Ini berarti 
bahwa dictum dapat di jadikan dasar dari sebuah putusan. 
Dalam putusan yang dikeuarkan oleh setiap hakim diharapkan 
memberikan manfaat dan penyelarasan dalam penegakan hukum dimana hakim 
tersebut dapat bertindak begitu bijaksana, menjunjung nilai keadilan, memberikan 
kemanfaatan, bersifat aktif dan tidak statis sehingga setiap apa yang di 
putuskannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya sebatas la Bounche de 
la loi.  
Merujuk pada putusan hakim yang menjatuhkan putusan diluar dari apa 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum melahirkan putusan yang dinamakan 
dengan Putusan Ultra Petita, memiliki banyak kontroversi hadirnya ditengah 
praktik penegakan hukum. Sarat maknanya jika di jelaskan oleh Yahya Harahap 
yakni sebuah putusan dimana Tuntutannya dikabulkan diluar atau melebihi apa 
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yang dituntutkan5. Ultra Petita pun dilarang dan telah di jelaskan dalam Pasal 189 
ayat (3) R.Bg dan Pasal 178 ayat (3) HIR, sebab putusan tersebut masuk dalam 
kategori melampaui batas wewenang seorang hakim atau Ultra Vires dalam 
menjatuhkan putusan. Putusan ultra petita jika didasarkan oleh asas itikad baik 
sekalipun tetap dikatakan tidak sesuai pada ranah penegakan hukum karena 
bertentangan dengan prinsip the rule of law. 
Namun dalam kenyaannya tidak menutup kemungkinan hakim 
mengeluarkan putusan ultra petita dalam menjatuhkan putusan. Dapat dilihat 
dalam kasus Penistaan agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok dengan 
nomor perkara putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dimana didalam putusan 
tersebut hakim menjatuhkan putusan diluar dari apa yang di dakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum atau mengabulkan tuntutan Jaksa penuntut umum melebihi dari 
apa yang dituntutnya.  
Dengan adanya putusan ultra petita tersebut pun telah mencederai 
KUHAP dimana didalam KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan 
putusan harus memperhatikan beberapa pertimbangan dan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pun harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu 
yang terbukti dalam proses pemeriksaan sidang. Apabila hakim menjatuhkan 
putusan ultra petita berarti dapat dianggap bahwa hakim membuat dakwaan atau 
tuntutannya sendiri.   
Namun terlepas dari itu semua, ada beberapa putusan hakim yang 
menerima maupun menolak putusan yang bersifat Ultra petita. Dengan adanya 
putusan tersebut dapat menyatakan bahwa hakim diberikan kebebasan dalam 
                                                 
5Yahya Harahap, 2008,  Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, 
pebuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika, Malang, hlm. 801 
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pertanggungjawabkan setiap pertimbangan yang mereka buat dalam sebuah 
putusan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. 
Terhadap kasus tersebut, penulis ingin lebih lanjut mengkaji penerapan 
Ultra petita pada putusan ini. Apakah dalam putusan ini, adanya hubungan yang 
sangat erat antara dakwaan dan pertimbangan yang dikeluarkan hakim ataukah 
hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya 
dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapi putusan yang mengandung 
ultra petita pada kasus Ahok. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Fokus masalah dalam penelitian ini secara umum ialah bagaimana 
penerapan Asas Ultra petita yang diputuskan oleh hakim dalam perkara dengan 
nomor putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja 
Purnama alias Ahok. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan 
permasalahan tersebut maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian 
variabel secara umum dan singkat. Adapun variabel tersebut antara lain : 
1. Analisis adalah kegiatan untuk merangkum sejumlah data yang masih 
mentah untuk memisahkan dan menyatukan variabel-variabel yang relevan 
dan dihimpun dalam suatu data untuk menjawab sebuah masalah tertentu. 
Analisis juga dapat diartikan sebuah usaha untuk menghimpun data-data 
yang relevan dimana data tersebut dapat dipelajari dan memiliki arti yang 
lebih jelas.6 
                                                 
6Surayin. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis. Yrama Widya. Bandung.   
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2. Yuridis merupakan suatu aturan atau kaidah yang dianggap hukum 
dibenarkan berlakunya karena telah diatur oleh undang-undang baik 
berupa undang-undang tertulis seperti Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) hingga undang-undang yang tidak tertulis seperti 
kebiasaan .  
3. Ultra Petita secara garis besar diartikan sebagai penjatuhan putusan 
dimana putusan tersebut tidak boleh dikabulkan melebihi tuntutan yang 
diajukan Penuntut Umum. 
4. Putusan merupakan kesimpulan atau hasil dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan secara musyawarah oleh hakim yang dituangkan dalam 
sebuah tulisan dan dibaca dalam sidang yang terbuka untuk umum. 
5. Hakim adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan dalam lembaga 
yudikatif untuk memutus suatu perkara dalam peradilan. 
6. Terhadap yakni sebuah partikel kata depan untuk menandai arah 
7. Kasus adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dirangkaikan dalam 
sebuah kegiatan ilmiah yang menyatakan sebuah peristiwa tertentu untuk 
memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa yang ingin di 
kaji. 
8. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan 
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga 
atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada 
individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, 
adat istiadat serta agama 
9. Ir.Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok adalah Mantan Gubernur DKI 
Jakarta yang selanjutnya menjadi terdakwa dan diputus dalam putusan 
dengan nomor perkara putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan 
permasalahan yang menjadi inti pengkajian dalam penelitian kali ini : 
1. Bagaimana pendapat hakim terhadap putusan ultra petita dalam kasus 
Penistaan agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok dengan 
nomor perkara putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr 
2. Bagaimana pendapat Ahli mengenai putusan Ultra Petita dalam kasus 
Penistaan agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok dengan 
nomor perkara putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr? 
D. Kajian pustaka 
Permasalah yang akan di kaji dalam skripsi ini yakni Analisis Yuridis 
Ultra Petita putusan Hakim terhadap kasus Penistaan agama Ir. Basuki Tjahaja 
Purnama Alias Ahok dengan nomor perkara putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. 
Maka dari itu, untuk lebih memfokuskan kepada objek kajian dalam penulisan 
skripsi ini akan di sempurnakan dengan literatur yang bekaitan dengan objek 
kajian yang diantaranya adalah : 
a. Dr. Syarif Mappiasse, dalam bukunya Logika Hukum pertimbangan Hakim 
menjelaskan bahwa Ultra petita adalah asas yang digariskan dalam Pasal 
178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat  (3) R.Bg. yang menyatakan bahwa 
Ultra petita adalah sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimana 
tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diminta oleh Penuntut 
Umum. Apabila mengadili lebih dari apa yang dituntut oleh Penuntut 
Umum maka akan dikategorikan melampaui batas wewenang.7  
                                                 
7Mappiasse,Syarif. 2015. Logika hukum pertimbangan putusan hakim. Jakarta : Prenadamedia 
Group. Hlm.42 
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b. Zulkarnain, dalam bukunya Praktik peradilan Pidana yang menjelaskan 
bahwa Peranan hakim dalam memutuskan perkara sangatlah besar. Hakim 
haruslah bersifat aktif dalam bertanya serta memberi kesempatan yang 
sama baik kepada Penuntut Umum maupun terdakwa yang diwakili oleh 
Penasihat Hukumnya. Maka dari itu, peran hakim tidak hanya aktif 
bertanya kepada kedua belah pihak tetapi aktif bertanya untuk menemukan 
gambaran yang sejelas-jelasnya dari perkara yang sedang diperiksa.8  
c. M Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan 
penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang engadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali) menjelaskan bahwa segala bentuk putusan yang akan 
dijatuhkan oleh hakim dalam pengadilan tergantung dari hasil musyawarah 
yang di adopsi dari dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan 
segala sesuatu yang telah dibuktikan dalam sidang pembuktian di sidang 
pengadilan.9 
d. Aristo, Arsa, dan Ichsan, dalam bukunya Pengantar Hukum acara Pidana 
di Indonesia yang menjelaskan bahwa putusan dalam sistem peradilan 
pidana dapat disimpulkan sebagai hasil dari pertimbangan hakim yang 
dinilai matang-matang yang dapat berbentuk tulisann maupun lisan.10 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan dan penelitian yang ingin dicapai dari masalah 
ini antara lain : 
                                                 
8Zulkarnain. 2013. Praktik Peradilan Pidana. Malang : Setara Press. Hlm 88 
9M Yahya Harahap. 2012. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan 
sidang engadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 347 
10Aristo, Arsa, dan Ichsan . 2018. Pengantar Hukum acara Pidana di Indonesia. Depok : Rajawali 
Pers. Hlm 323. 
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1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membuat 
Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana. 
2. Untuk mengetahui bagaimana alalisis pertimbangan hakim 
menjatuhkan putusan Ultra petita terhadap kasus Ahok 
3. Untuk mengetahui pendapat para ahli hukum pidana dalam penerapan 
putusan ultra petita terhadap kasus Ahok 
b. Kegunaan penulisan 
1. Untuk memberikan referensi pemikiran bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan hukum dalam hukum pidana di Indonesia ke arah yang 
lebih modern; 
2. Sebagai bahan referensi Mahasiswa/i hukum dalam mengkaji lebih 
jelas lagi tentang penerapan Putusan Ultra petita bagi sistem peradilan 
Indonesia; 
3. Sebagai bahan rujukan yang akan bermanfaat bagi kalangan akademisi 
maupun praktisi hukum serta pada masyarakat yang buta hukum untuk 
melek hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan umum terhadap putusan  
1. Pengertian putusan 
Penjelasan mengenai putusan Pengadilan dalam perkara pidana oleh 
hakim dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang hukum 
acara pidana yang menjelaskan bahwa putusan Pengadilan adalah pernyataan 
oleh hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk 
umum yang dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan 
pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim yang dalam hal serta menurut cara 
yang diatur dalam KUHAP.1   
Hakim pun dalam hakikatnya menjatuhkan putusan harus melakukan 
musyawarah terlebih dahulu bersama dengan hakim lainnya, agar tidak tercipta 
putusan yang sepihak dan merugikan. 
Secara jelas, Teori tentang Putusan Hakim dapat dibedakan menjadi 2 
macam diantaranya2 : 
a) Actor Sequatur forum Rei 
Teori ini lebih mengacu kepada garis kewenangan relatif badan 
peradilan untuk memeriksa suatu perkara pidana, yakni : 
Pertama, yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan 
Negeri dimana tempat tinggal dari korban. 
                                                 
1Andi Hamzah. 2012. KUHP dan KUHAP. Jakarta. Rieka Cipta. Hlm 231 
2Achmad ali. 2002. Menguak tabir hukum(suatu kajian filosofis dan sosiologis). PT. Toko 
gunung ahung tbk. Jakarta. Hlm.145 
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Kedua, untuk menentukan kewenangan mengadili selanjutnya, dilihat 
dari tempat kediaman saksi-saksi degan melihat Kartu penduduk atau 
kartu keluarga saksi. 
b) Actor Sequator forum Rei Sitae 
Selain kompetensi relatif tersebut, teori ini lebih menjelaskan kepada 
kewenangan kompetensi absolut. Landasan penentuan kompetensi absolut 
tersebut didapatkan atau berpatokan pada pembatasan wewenang 
Pengadilan yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
1. Macam-macam Putusan 
Putusan dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila diterimanya 
putusan tersebut oleh pihak-pihak yang berperkara. Secara garis besar, putusan 
dapat dibedakan dari berbagai aspek antara lain3 : 
a. Dari segi isi putusan, yakni4 : 
1) Putusan bebas (vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan apabila 
Pengadilan menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan sidang yang 
dilakukan tidak terdapat kesalahan terdakwa sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan 
melakukan sebuah tindak pidana.  
2) Putusan Lepas adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa 
apabila perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuata tersebut bukan 
merupakan perbuatan pidana. 
                                                 
3Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktek, 
Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 157 - 178 
4Muhammad, Rusli. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada : 
Jakarta. 2006. Hlm 115 
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3) Putusan Pidana adalah putusan yang dijatuhkan Pengadilan kepada 
terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
sebuah tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya 
dari Jaksa Penuntut Umum sesuai degan Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP. 
b. Dari segi jenisnya, putusan dapat berupa5 : 
1) Putusan sela yakni putusan yang berkaitan dengan tindakan-
tindakan yang harus dilakukan dipersidangan yang belum 
menyentuh pokok perkara. Putusan sela pun biasanya berupa 
keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau diwakili oleh penasihat 
hukumnya tentang kewenangan mengadili perkaranya, dakwaan 
tidak jelas dan lengkap dan dakwaan harus dibatalkan oleh majelis 
hakim. Apabila putusan sela tersebut menerima dakwaan maka 
sidang akan dilanjutkan ke pemeriksaan oleh saksi, akan tetapi 
apabila putusan sela tersebut menolak dakwaan maka sidang akan 
ditutup oleh hakim pada hari itu juga dan putusan tersebut 
dikatakan sebagai putusan akhir dari perkara tersebut6. 
2) Putusan akhir yakni putusan yang diucapkan oleh hakim yang 
terbuka dan dibuka untuk umum yang memiliki kekuatan hukum 
tetap sebagai simbol bahwa perkara tersebut telah diputus dan di 
akhiri. 
                                                 
5Mappiasse,Syarif. 2015. Logika hukum pertimbangan putusan hakim. Jakarta : 
Prenadamedia Group. Hlm.42 
6Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke 
Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 277 
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c. Namun berdasarkan Pasal 191 KUHAP, dapat disimpulkan dua macam 
sifat putusan, yaitu7: 
1) Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang bersifat menghukum 
terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan penuntut umum. 
2) Putusan yang bukan pemidanaan, ada dua macam yaitu: 
- Putusan bebas dari segala dakwaan yaitu bila dakwaan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dalam hukum  
pidana  islam  (Fiqih  Jinayah),  putusan   bebas memiliki  satu  
landasan  yuridis  normatif   yang  di maksud  hadis Rasullullah   
SAW sebagai bseriksuts  : 
 
  َنْيِمِلْسُمْلا ِنِع َدُْودُحلا اْوُءَرْدا َمَّلَس َو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص الله ُلْوُسَر َلَاق َْتلَاق َةَِشئاَع ْنَع
 هاور( ِةَبُْوُقعْلا يِف َئِطُْخي َْنأ َماَم ِْلْا َِّنإَف ُهَلِْيبَس اوُّلََخف ٌجَرْخَم ُهَل َناَك َِّنإَف ُْمتْعََطتْسااَم
)يذيمرتلا 
      
Artinya: 
Dari A’isyah berkata, Rasulullah SAW.,bersabda : Hindarilah 
hukum hudud dari kaum muslimin sesusai dengan kemampuan 
kalian, jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskanlah karena 
sesungguhnya seorang imam/hakim jika salah dalam 
                                                 
7Republik Indonesia, KUHAP, op. Cit., h. 86. 
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memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam 
menjatuhkan pidana. (H.R. al-Tirmidzi).8 
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu bila dalam 
persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana 
tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana 
karena dua alasan, yaitu; alasan pemaaf, bila tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya, sehingga 
dimaafkan oleh hukum, yang diatur dalam pasal 44 KUHP, 
alasan pembenar yaitu bila tindak pidana yang dilakukan 
seseorang menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi 
berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan 
memaksa, hal mana dapat dibenarkan oleh hakim (Pasal 49 
KUHP) yaitu melakukan perbuatan pembelaan yang bersifat 
terpaksa terhadap diri, harta benda atau kehormatan karena ada 
serangan pihak lawan dan pembelaan melampaui batas 
pertahanan karena perasaan yang terguncang segera pada saat 
itu juga.  
2. Aliran hakim dalam menjatuhkan putusan 
a) Aliran Kosnservatif adalah aliran yang menjelaskan bahwa putusan 
hakim yang hanya didasarkan pada ketentuan hukum tertulis atau 
ketentuan perUndang-Undangan. Apabila ada aturan hukum yang tidak 
diatur dalam Undang-Undang seperti kebiasaan maka keberadaannya 
tidak dapat diakui keberadaannya dimasyarakat. Maka berdasarkan 
                                                 
8Abu isa Muhammad bin Surah al-Tirmidzi, sunan al-Tirmidzi, jilid 2 ( Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), h. 438-439 
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aliran tersebut, hakim seharusya dalam menjatuhkan dan mengadili 
sebuah perkara haruslah sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan 
yang mengaturnya9. 
b) Aliran Progresif10 
Merupakan aliran dimana hakim dalam menetapka putusan tidak serta 
merta hanya bersumber kepada pada aturan hukum tertulis seperti 
Undang-Undang akan tetapi hakim juga harus pula bersumber pada 
pegetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya sendiri secara 
langsung. 
3. Asas Putusan Hakim11 
a) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan 
sangat terperinci, harus memuat Pasal-Pasal atau sumber hukum yang 
tak tertulis sebagai dasar dijadikanya dasar untuk mengadili. Apabila 
suatu putusan tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum 
yang terdapat dari sumber hukum hingga alasan-alasan yang jelas, 
maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang 
kurang pertimbangan sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima. 
b) Asas wajib mengadili seluruh dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Apabila terdapat kelalaian dalam menetapkan putusan 
                                                 
9Josef M Monteiro. 2007. Jurnal Hukum Pr Justisia Putusan Hakim dalam penegakan 
hukum di Indonesia. Hlm 6 diakses pada 10 Desember 2018 pukul 00.15 WITA 
10Josef M Monteiro. 2007. Jurnal Hukum Pr Justisia Putusan Hakim dalam penegakan 
hukum di Indonesia. Hlm 6 diakses pada 10 Desember 2018 pukul 00.25 WITA 
11Buku Kenang-kenangan Himpunan peraturan perUndang-Undangan tentang kekuasaan 
kehakiman, Mahkamah Agug, Peradilan umum, Peradilan militer, Peradilna agama, 
peradilan tata usaha negara serta Organisasi dana tata kerja kepaniteraan/ sekretariat 
jenderal Mahkamah Agung-RI. Dihimpun Mahkamah Agung-RI. 1992 
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yang tidak sesuai dengan Judex Factie maka dapat diajukan kasasi ke 
Pengadilan tinggi.  
c) Tidak Boleh mengabulkan putusan melebihi dari apa yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum. 
d) Prinsip sidang terbuka untuk umum Sesuai dengan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 menjelaskan bahwa : 
- Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum 
kecuali terdapat Undang-Undang yang menentukan hal yang lain. 
- Putusan Pengadilan hanya dapat dikatakan sah, mengikat dan 
memiliki kekuatan hukum tetap jika diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum. 
- Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat 
(1) dan ayat (2) dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi 
hukum.  
4. Format Putusan Hakim 
Sebuah putusan Pengadilan yang baik harus memenuhi beberapa syarat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan apabila salah satu 
ketentuan dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi (kecuali huruf g dan i), maka 
putusan itu adalah putusan yang batal demi hukum (ayat (2). Surat putusan 
pemidanaan harus memuat beberapa syarat sebagai berikut: 
a) Kepala putusan memuat tentang : 
Kata PUTUSAN ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan 
dilanjutkan dibawahnya nomor putusan perkara dan diiringi dengan 
kalimat yang bertuliskan DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA selanjutnya ditulis pula Pengadilan 
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yang mengadili perkara tersebut. Dalam perkara pidana kelalaian 
mencantuman irah-irah ini dapat berakibat pada putusan batal demi hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf KUHAP. Namun jika putusan 
tersebut sudah terlanjur mempunyai kekuatan hukum mengikat 
berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 1985 
tanggal 1 Maret 1985 diberikan solusi bahwa; 
- Jika terpidana mengajukan keberatan pada saat putusan tersebut hendak 
dieksekusi oleh jaksa, jaksa harus mengajukan permohonan kepada 
ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan tinggi agar memutus lagi perkara 
tersebut; 
- Setelah ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan tinggi menerima 
permohonan tersebut, majelis hakim bersangkutan membuka kembali 
persidangan kemudian mengucapkan lagi putusan atas perkara tersebut 
Terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan 
untuk mengajukan permohonan banding/kasasi: 
- Terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan 
untuk mengajukan permohonan banding/kasasi. 
Pada bagian penjelasan dapat dijelaskan bahwa peradilan 
dilakukan, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah 
sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menentukan: 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa; 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
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untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.12 
b) Nomor register perkara; pada umumnya No. Register ni diletakkan 
dicantumkan dibawah kata “putusan” dan diatas kata-kata “Demi Keadilan   
Berdasarkan   Ke-Tuhanan   Yang Maha Esa”; 
c) Nama Pengadilan yang memutus perkara; pada lazimnya nama Pengadilan 
yang memutus perkara dimaksud diletakkan setelah irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, susunan 
redaksionalnya dapat berbentuk seperti; 
“Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara majlis 
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas 
nama terdakwa.....”. 
d) Identitas para pihak disini berupa identitas terdakwa maupun saksi-
saksinya. Terdiri dari Nama lengkap, Umur, Tempat tanggal lahir, alamat, 
pekerjaan, kewarganegaraan dan agama. Apabila terdakwa didampingi 
oleh penasihat hukumnya maka wajib menunjukkan kartu advocad, surat 
kuasa mapun berita acara sumpah advocad dari Pengadilan. 
e) Dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah surat atau akta yang memuat 
rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang 
disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan 
                                                 
12Jayadi, Ahkam. "BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu 
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 1-26. 
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dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang 
Pengadilan.13 
f) Keterangan saksi dalam kamus hukum diartikan sebagai seorang yang 
mengalami melihat sendiri mendengar merasakan suatu kejadian dalam 
perkara perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP 
saksi diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana 
yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri14 
g) Keterangan Ahli atau verklaringen van een deskundige atau expert 
testimony adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memilki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 
KUHAP), konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti 
yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang 
ahli nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 186 KUHAP)15. Keterangan ahli 
sejatinya mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata dan 
pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.16 
h) Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas 
pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van 
                                                 
13Syamsuddin, Rahman. 2013. Hukum acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan. 
Makassar : Alauddin University Press. h. 99 
14
 Eddy O.S. Hiariej, Toeri dan Hukum Pembuktian, h. 52-56. 
15Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan 
Legislasi dan Hak Asasi Manusia, h. 208. 
16Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 274. 
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Toelichting  Ned. Sv. Menyatakan bahwa penyangkalan boleh juga 
menjadi alat bukti sah.17 
i) Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan merupakan bagian 
yang penting dalam proses hukum acara pidana. Surat tuntutan 
(requisitoir) dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan dasar 
hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP. Surat tuntutan (requisitoir) 
mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik 
berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan  
pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa. 
Berbeda dengan surat dakwaan yang disampaikan di awal persidangan, 
belum ada ancaman pidananya, dan disusun berdasarkan berita acara 
polisi.18 
j) Pasal peraturan  Perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan, dan pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi 
dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa 
k) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 
diperiksa oleh hakim tunggal. Untuk mengetahui seberapa lama perkara 
tersebut telah berjalan sesuai pada ketentuannya. 
l) Pertimbangan hakim, dalam hal ini hakim mempertimbangkan terlebih 
dahulu apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana 
                                                 
17Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 278. 
18Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif , Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104. 
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atau bukan. Pertimbangan ini pun menjadi dasar untuk hakim dalam 
memutuskan perkara 
m) Amar Putusan yakni hasil akhir dari apa yang diputuskan oleh hakim yang 
dibaca dimuka persidangan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.19 
n) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 
jaminannya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, dimana hal 
ini akan disampaikan kepada Panitera Pengadilan yang bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan badan peradilan yang telah disepakati. 
o) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu. Hal ini 
dapat di temukan dalam setiap putusan hakim yang telah melewati proses 
pembuktian alat bukti dan barang bukti di persidangan. 
p) Tanda tangan dan tanggal penetapan putusan wajib terdapat di akhir 
putusan yang menjadi penanda bahwa putusan tersebut dibuat dan 
diputusan oleh hakim yang bersangkutan dan disaksikan oleh peserta 
sidang Pengadilan. 
Hal-hal tersebut diatas merupakan syarat formal putusan Pengadilan. 
Pengabaian terhadap syarat-syarat tersebut akan berimplikasi pada kecacatan 
putusan Pengadilan yang ditetapkan. 
 
 
                                                 
19
 Ibid. 
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B. Tinjauan Umum terhadap Ultra Petita 
1. Pengertian Ultra Petita 
Menurut istilah, ultra petita di ambil dari kata Ultra yakni Lebih, melampaui, 
ekstrim, sekali dan Petita yakni permohonan. Ultra Petita adalah penjatuhan 
putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau 
dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum atau menjatuhkan putusan 
terhadap perkara yang tidak dimina oleh Jaksa peuntut umum. Menurut I.P.M. 
Ranuhandoko yang menyatakan bahwa ultra petita adalah melebihi yang 
diminta20. Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat 
(3) R.Bg. yang mengatakan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. 
2. Jenis Putusan Ultra Petita 
Dalam praktek peradilan di Indonesia, putusan hakim sebagai hasil akhir dari 
perkara pemeriksaan persidangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum 
yakni hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. Namun, ketiga poin tersebut tidak mutlak harus ketiga-tiganya 
terdapat dalam putusan hakim, bisa saja berubah-ubah seiring kebutuhan setiap 
perkaranya.  
Dalam hukum acara pidana terdapat jenis putusan pidana hakim yang bersifat 
Ultra Petita, adapun jenisnya antara lain21: 
a. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi dari lamanya apa yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, hakim dapat 
memberikan putusan yang melebihi dari tuntutan tersebut dengan 
                                                 
20www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 29 Desember 2018, pukul 23.00 WITA 
21e-journal, Rosalia. 2017. Putusan Ultra petita dalam perkara pidana. Diakses pada 
tanggal 30 Oktober 2018 pukul 21.00 WITA 
24 
 
 
 
 
 
pertimbangan memberikan hukuman maksimum sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang yang diajukan Oleh Penuntut Umum. 
b. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang bersalah 
melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa 
penuntut umum, namun Hakim menjatuhkan hukuman pidana melebihi dari 
apa yang diancamkan oleh Undang-Undang yang diajukan atau hakim 
menjatuhkan pidana minimun dari apa yang telah diajukan oleh Undang-
Undang tersebut.  
c. Putusan hakim dalam mejatuhkan pidana kepada terdakwa yang bersalah 
diluar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan diluar dari 
Pasal yang didakwakan. Dengan adanya salah satu putusan tersebut, dapat 
mencederai dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa hakim 
dalam bermusyawarah harus berdasarkan surat dakwaan dan segala hal yang 
dibuktikan  baik oleh Penuntut umum hingga terdakwa yang di dampingi oleh 
Penasihat hukumnya dalam proses pemeriksaan di persidangan, sehingga 
hakim dalam mempertimbangkan hingga pada memutuskan harus didasarkan 
oleh dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa penuntut umum, bukan mencari 
Pasal yang tidak didakwakan oleh terdakwa lalu memutuskannya.22 
Dengan adanya jenis-jenis putusan hakim dalam perkara Ultra Petita ini 
dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana pengertian ultra petita 
pada usmumnya. 
 
                                                 
22e-journal, Rosalia. 2017. Putusan Ultra petita dalam perkara pidana. Diakses pada 
tanggal 30 Oktober 2018 pukul 20.33 WITA. 
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3. Larangan Putusan Ultra Petita dalam hukum acara Pidana 
Hakim yang digambarkan sebagai pemberi keputusan yang bersifat final 
dan adil sangat berperan dalam penegakan hukum Indonesia ke arah yang lebih 
baik lagi. Hakim pun dalam mengadili perkara harus sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku baik secara materil maupun formil dan sesuai dengan 
kepastian hukum. Sehingga putusan yang dikeluarkan dapat bernilai kemanfaatan 
dan keadilan bagi para penegak hukum hingga masyarakat.   
Asas Non Ultra Petita sering disebut sebagai larangan dalam Ultra petitum 
partium yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, 
asas ini megadili lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
dikategorikan melampaui batas wewenang atau ultra vires. Ultra vires ini pun 
apabila dilakukan oleh hakim dengan niat itikad baik tetap dikatakan tidak sesuai 
dengan aturan hukum karena bertentangan dengan prinsip the rule of law23. 
Hal senada dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung RI tentang 
putusan Waduk yang dibatalkan oleh majelis hakim dalam peninjauan kembali 
(PK). Putusan ultra petita dapat dibenarkan apabila dalam putusan tersebut 
terdapat putusan judex factic yang berdasarkan pada petitum subsidair yang 
berbentuk ex aequo et bono, hal ini dapat dibenarkan asalkan tidak diluar dari 
lingkaran yang sesuai dengan inti petitum primair atau arti lain sesuai dengan 
kejadian materil. Namun menurut Sudikno Mertokusumo yang dalam bukunya 
menjelaskan bahwa hakim dalam Pengadilan Negeri diperbolehkan memberikan 
putusan melebihi apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam hal ini yang 
memiliki hubungan yang erat satu sama lain sebab hakim dalam menjalankan 
                                                 
23Mappiasse,Syarif. 2015. Logika hukum pertimbangan putusan hakim. Jakarta : 
Prenadamedia Group. Hlm.42 
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fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai 
dengan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. 
C. Tinjauan tentang Putusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang 
Penistaan agama. 
Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar 
mempergunkana kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan 
kata-kata dalam menerjemahkan kata smaad dari bahasa belanda. “Nista” berarti 
hina, cela, rendah, noda.24 
Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang 
yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri 
untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah 
pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin25 
Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau 
tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga 
atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu 
atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta 
agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu 
agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan 
keyakinan lain tersinggung. Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah 
terjadi pada saat al-Qur’an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. 
Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan 
                                                 
24Leden Marpaung SH, Tindak Pidana Terhadap kehormatan, (Jakarta, PT: Raja 
Grafindo Persada, 1997) 
25Mujahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama, (Jakarta, PT: Raja Persada, 1996), 3. 
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mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol 
agama yang dipandang dengan suci. 
Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seeorang yang menistakan 
agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam 
berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan 
norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur’an. 
Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang 
pencegaham Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama 
adalah “Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, 
menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsitan 
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agam itu, 
penafsirandari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama 
itu.” Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama 
dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan. 
Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami 
bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama 
mengakiatkan seseorang tersebut akan berdosa besar seta murtad (yakni keluar 
dari agama Islam). Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang 
dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi 
pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara. 
Memang secara tekstual dalam Al-Qur’an memang tidak dijumpai kata-
kata khusus yang bermakna penistaan. Akan tetapi dalam kamus Besar Bahasa 
Indonesia sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. Kemudian dalam 
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surah al-An’am ayat 108 juga menjelaskan bahwa kata dari sabba-yasuubbu-
sabb(an), yang artinya “mencaci” atau “mencela”. Namun makna dari 
penelusuran melalui kata-kata persamaan yang senada dengan penistaan yaitu kata 
la’ib (bersenda gurau, bermain-main), huzuw (berolok-olok), dan sakhira 
(mengejek, mencemooh).26 
Dari ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan dari kata yang 
menistakan agama. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama 
diungkapkan dalam Al-Qur’an setidaknya dalam empat bentuk yaitu yang 
Pertama, penistaan dalam bentuk penghinaan. Kedua, penistaan dalam bentuk 
bersenda gurau. Ketiga, penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. Keempat, 
penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran nabi pada agama 
lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu 
sendiri. 
Salah satu contoh kasus yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok bermula pada kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 27 
September 2016 lalu. Di sana, dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat, 
sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Dalam video resmi Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta melalui Youtube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan 
yang diambil pemerintahannya jika dia tak terpilih kembali. Namun, dia 
menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51. Rupanya, kalimat yang disampaikannya 
menuai polemik. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video 
tersebut melalui media sosial. Hal itu juga memantik perhatian seorang dosen, 
Buni Yani. 
                                                 
26Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, Jangan Nodai Agama, 4 
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Buni lantas men-download video tersebut, menerjemahkannya dan 
mengunggahnya kembali lewat akun Facebook miliknya. Unggahan Budi Yani 
lantas menjadi viral dan dia jadi tersangka memantik permusuhan bernuansa suku, 
agama, dan ras. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan video 
Ahok yang menyinggung surah Al-Maidah 51 saat berbicara di Pulau Seribu 
adalah penistaan agama. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok 
memiliki konsekuensi hukum. Fatwa MUI itu membuat sejumlah umat Muslim 
juga melaporkan Ahok ke polisi. Mereka menganggap Ahok telah melakukan 
penistaan agama melalui kata-katanya. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI). 
Disinilah bermula kasus Ahok dan dalam putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim yakni dua tahun penjara atas kasus penistaan agama. 
D. Tinjauan Tentang Hakim 
1. Pengertian Hakim 
Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah sesuai dengan cita hukum 
yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan hakim bersifat aktif 
diharapkan dapat memberikan putusan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 
Sumber hukum yang diterapkan oleh hakim pun haruslah berdasar pada hukum 
tertulis hingga hukum tidak tertulis dimana apabila hakim tidak menemukan titik 
temu dalam memutuskan perkara, hakim dapat mengeluarkan pendapatnya sendiri 
dan akan disebut dengan yurisprudensi. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan asas penyelenggaraannya 
yakni antara lain27 : 
                                                 
27Undang-Undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009. 
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a. Peradilan dilakukan dengan berdasarkan “Demi keadilan berdasarkan 
ketuhanan yang maha esa”; sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan 
yang diatur dalam kekuasaan kehakiman; 
b. Peradilan dilakukan hanya untuk melidungi segenap bangsa Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia, inilah yang menjadi landasan filosofi hakim 
dalam meutuskan perkara sesuai dengan yang termaktud dalam Prembule 
Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945; 
c. Peradilan dilakukan dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila; 
d. Peradilan dilakukan dengan berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana 
dan biaya ringan; bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh 
mengulur-ulur perkara tersebut hingga masa daluarsa dan tidak menuntut 
biaya perkara yang dapat memberatkan para pihak yang berperkara di 
Pengadilan; 
e. Kemandirian hakim ditetapkan berdasarkan kebebasan keuasaan yang 
merdeka dan tidak adanya campur tangan pihak luar baik dalam bentuk 
tekanan fisik maupun non fisik; 
f. Memutuskan perkara tanpa membeda-bedakan orang yang di adili.28 
Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang 
oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dalam upaya menciptakan keadilan dan 
kesejahteraan rakyat melalui putusan yang dibuatnya, seorang hakim secara 
                                                 
28Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 
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normatif mempunyai beberapa tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: 
a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 
ayat (1); 
b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 
rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 
biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)); 
c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 
(1)) 
d. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)) 
e. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 
(2)) 
Disinilah hukum  Indonesia bergerak secara tidak statis, tidak hanya 
bergerak sendiri ditempat melainkan hukum diciptakan oleh hakim untuk 
selalu dinamis sehingga cita keadilan yang selalu di idam-idamkan oleh 
masyarakat indonesia bisa tercipta. Harapan masyarakat terhadap hakim yang 
berkualitas dalam memberikan putusan adalah cita dunia praktek peradilan 
pidana Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku 
tentunya. 
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2. Metode menemukan hukum oleh hakim 
Penemuan hukum secara garis besar tidak memiliki arti yang spesifik, 
namun beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa penemuan hukum dapat 
diartikan sebagai istilah penerapan hukum atau penciptaan hukum. Secara 
universal, penemuan hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang dilaksakan 
oleh hakim sebagai aparat penegak hukum. Penemuan hukum ini yang 
memberikan peristiwa konkret terhadap peraturan hukum yang berlaku dimana 
hakim dalam menemukan kasus harus menyelesaikannya dan memcahkannya 
dengan begitu konkret. Sehingga ditemukan 2 (dua) pandangan yang 
mempertanyakan apakah hakim melakukan penemuan hukum atau tidak?29 
a) Penganut doktrin “Sens-clair” (la doctrine du sensclair)30 
Menganut aliran yang mengatakan bahwa penemuan hukum oleh hakim 
hanya dibutuhkan apabila : 
- Peraturannya belum ada untuk kasus yang begitu konkret, atau 
- Peraturannya sudah ada tetapi masih ada yang belum jelas. 
Maka menurut penganut tersebut, apabila 2 (dua) hal tersebut tidak 
ada berarti penemuan hukum oleh hakim tersebut tidak ada.31 
1. Michel Van Kerckhove (1978: 13-50) memberi kesimpulan terhadap 
doktrin Sensclair dalam 5 hal yakni32 : 
                                                 
29Achmad ali. 2002. Menguak tabir hukum(suatu kajian filosofis dan sosiologis). PT. 
Toko gunung ahung tbk. Jakarta. Hlm.145 
30Ibid. 
31Ibid 
32Ibid 
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a) Ada butir Undang-Undang yang maknanya sangat dimengerti yang 
dijelaskan kembali pada setiap penjelasan sebelumnya serta tidak 
mungkin menimbulkan adanya keraguan; 
b) Bahasa hukum yang diadopsi dari bahasa sehari-hari dapat 
dianggap maknanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; 
c) Kekaburan teks dari Undang-Undang hanya terjadi apabila ke-
ambiguitasan tersebut atau kurangnya penetapan arti yang dangat 
jelas dari istilah-istilah tersebut; 
d) Bagi pembuat Undang-Undang, pegangan yang harus dan wajib 
mengurangi makna yang berbeda dengan sejelas-jelasnya, 
kekaburan tersebut harus dihindari hingga perumusan Undang-
Undang pun dapat mencapai kesempurnaan; 
e) Untuk mengetahui adanya kekaburan atau tidak adanya kekaburan 
dalam teks Undang-Undang, tidak diperlukan penafsiran. 
Sebaliknya pengakuan tentang jelas atau kaburnya teks 
menghasilkan kriteria yang memungkinkan untuk menilai apakah 
suatu penafsiran tersebut atau penemuan hukum tersebut memang 
atau tidak diperlukan; dan kalau diperlukan atau tidak diperlukan, 
hasilnya dalam penerapan hukum adalan san. 
Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat 
dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, antara lain: (Achmad Ali, 156: 
2002)33 
 
                                                 
33Achmad ali. 2002. Menguak tabir hukum(suatu kajian filosofis dan sosiologis). PT. 
Toko gunung ahung tbk. Jakarta. Hlm.161 
34 
 
 
 
 
 
a. Metode Interpretasi 
Pada metode ini, penafsiran terhadap teks Undang-Undang masih bertetap 
pada bunyi teks yang di  Undang-Undangkan. 
Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa interpretasi 
adalah sebuah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan umum 
dan luas tentang teks Undang-Undang sehingga ruang ingkup yang disajikan 
dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum 
tertentu. 
Untuk lebih jelasnya lagi, metode penemuan hukum dengan menggunakan 
interpretasi dapat dibagia dalam beberapa bagian yakni34: 
1) Interpretasi subsumptif 
Yang dimaksud metode subsumptif adalah metode dimana hakim dalam 
menerapkan sebuah peraturan Undang-Undang terhadap sebuah kasus 
yang konkret. Yang masih sederhana dan belum memasuki fase yang 
memiliki penalaran yang tinggi tetapi sekedar menerapkan teknik 
silogisme. Teknik ini biasanya berdasarkan kepada Undang-Undang itu 
sendiri. Maka dari itu, hakim dalam menafsirkan hukum senantiasa selalu 
menginterpretasi dalam menjabarkan makna teks Undang-Undang 
tersebut, sehingga sangat berdasar kepada latar belakang hukum dan 
Undang-Undang yang telah memiliki aturan sendiri.  
 
 
                                                 
34Achmad ali. 2002. Menguak tabir hukum(suatu kajian filosofis dan sosiologis). PT. 
Toko gunung ahung tbk. Jakarta. Hlm.166 
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2) Interpretasi Gramatikal 
Metode ini menggunakan cara penafsiran yang lebih mengedepankan 
setiap makna dari kata-kata sesuai dengan bahasa sehari-hari sehingga 
dalam memutuskan perkara, hakim terkadang memiliki intrepretasi lain 
dai sebuah maksa Pasal tersebut. 
Menurut Pitlo (1998: 18-31), yang menjelaskan interpretasi gramatikal 
yakni menangkap arti suatu teks seluas-luasya menurut bunyi kata-
katanya. Hal ini dapat dikai secara medalam sebab setiap kata memiliki 
berbagai arti yang berbeda. Keterbatasan Ini pun  dapat pada sesuatu yang 
otomatis, yang tidak disadari, yang kita selalu lakukan pada saat membaca.  
3) Interpretasi historis 
Interpretasi inipun dibagi menjadi 2  yakni : 
(a) Interpretasi Menurut sejarah Undang-Undang; 
(b) Interpretasi menurut searah hukum 
4) Interpretasi Sistematis 
Menjelaskan bahwa metode peafsiran ini merupakan satu kesatuan dari 
Undang-Undang yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebuah sistem 
perudnang-undangan dengan menghubungkan udang-udang satu dengan 
yang lainya secara utuh dan sistematis. 
5) Interpretasi sosiologis atau teleologis 
Penerapan metode ini lebih kepada bagaimana peranan undang-udang 
tersebut di hadapan masyarakat. Apabila terdapat undag-undang yang 
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masih berlaku didalam masyarakat tetapi sudah kumu dan tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman sekarang, maka dalam hal ini dengan 
melihat peristiwa dan kebutuhan masa kini dan tidak mempedulikan 
apakah Undang-Undang itu dikenal atau tidak.   
6) Interpretasi komparatif 
Metode ini hanya digunakan dalam hukum perjanjian internasional sebab 
metode yang disajikan adalah metode perbandingan antara berbagai sistem 
hukum yang berlaku. 
7) Interpretasi Futuristik 
Interpretasi menggambarkan bahwa Undang-Undang yang berlaku 
sekarang (ius constitutum) dengan berpedoman pada Undang-Undang 
yang belum mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum).  
8) Interpretasi restriktif 
Interpretasi restriktif yakni metode interpretasi yang bersifat membatasi 
antara makna teks perundang-undangan itu sendiri. 
9) Interpretasi ekstensif. 
Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat 
interpretasi melebihi dari intrepertasi kata kata dalam teks Undang-
Undang melainkan membuat metode ini semakin luas cakupannya dalam 
penerapan sebuah kasus yang sedang ditangai oleh hakim. 
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b. Metode Konstruksi35 
1) Metode Argumentum per Analogiam (Analogi) 
2) Metode Argumentum A’Contrario 
3) Rechtsvervijnings (Pengkonkritan Hukum) 
E. Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman 
1. Pengertian 
Negara yang demokratis memberikan praktek Kekuasaan Kehakiman yang 
merdeka sesuai dengan the independence of judiciary kepada setiap lembaga-
lembaga kehakiman yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1)  yang berbunyi 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dan 
merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, bebas dalam artian bahwa hakim 
bebas memutuskan suatu perkara tanpa ada campur tangan dari luar dan agar 
hakim bebas dari intervensi dalam menemukan sumber hukum yang luas. 
Kekuasaan kehakiman pun dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya seperti Peradilan Umum, peradilan Agama, 
peradilan khusus dan peradilan militer hingga peradilan mahkamah konstitusi. 
Maka dari itu, Badan peradilan diberi mandat oleh Undang-Undang untuk 
menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya.  Sesuai 
dengan isi Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan 
                                                 
35Ibid 
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bahwa hukum tersebut tidak ada atau kurang jelas, melainkan Pengadilan wajib 
untuk memeriksa dan mengadilinya secara adil dimata hukum dalam Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di pertegas lagi 
dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Dengan penjelasannya Pasal tersebut sudah sangat 
jelas bahwa hakim haruslah bersifat indepeden tanpa ada intervensi dari pihak 
luar.  
Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang 
terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan proses kekuasaan 
kehakiman, yaitu:36 
a. Hakim hanya akan patuh dan tunduk pada hukum dan keadilan;  
b. Tidak seorangpun yang dapat mengintervensi hakim termasuk pemerintah 
dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh 
hakim sebab hakim bersifat independen 
c. Tidak ada konsekuensi yang mengikat terhadap pribadi hakim dalam 
menjalankan tugas dan fungsi pokok yudisial.  
2. Badan Peradilan37 
Adapun badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman itu sendiri 
dibagi menjadi : 
a) Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang berwenang 
memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Permohonan peninjauan 
                                                 
36Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif , Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104 
37Talli, halim. 2013. Peradilan Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Aluddin 
University Press : Makassar. 
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kembali atau PK hingga sengketa tentag kewenangan mengadili. MA 
pun bertugas untuk menguji peraturan perUndang-Undangan yang ada 
dibawah UU tersebut. Adapun cakupan dari MA antara lain :  
(1) Peradilan umum dibagi menjadi dua bgian yakni Pengadilan Negeri 
dan Pengadilan Tinggi, dimana kewenangan dari Pengadilan 
tersebut berbeda. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, 
megadili hingga memutus perkara dalam tigkat pertama baik dalam 
lingkup perdata maupun pidana sedangkan Pengadilan tinggi 
memiliki keweangan memeriksa dan mengadili perkara dalam 
tigkat banding, di PT jugalah memutus keompetensi relatif antar 
setiap Pengadilan Negeri.   
(2) Peradilan agama merupakan peradilan tingkat pertama dimana 
orang-orang yang berperkara dalam Pengadilan tersebut beragama 
islam yang diatur oleh Undang-Undang. Di peradilan agama pun 
ditemui peradilan tinggi agama yang kewenangannya sama halnya 
dengan Pengadilan tinggi. 
(3) Peradilan militer merupakan peradilan yang mengadili dan 
memutus perkara hanya dalam lingkup dunia militer baik prajurit 
hingga kaptennya sesuai degan aturan Undang-Undang yang 
berlaku. 
(4) Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang memutus 
sengketa yang timbul akibat dari keputusan-keputusan yang 
bersifat administratif terhadap perkara dalam Tata usaha negara. 
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Mahakamah konstitusi berwenang dalam menguji UU terhadap UUD NRI 
1945, memutus sengketa parpol, perselisihan hasil pemilu, higga sengketa 
kewenagan lembaga. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) dengan kata lain 
yakni jenis penelitian hukum sosiologis. Selain itu dapat pula dikatakan dengan 
penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 
yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Dengan kata lain suatu penelitian 
yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang 
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-
fakta serta data yang dibutuhkan, sehingga setelah data yang dibutuhkan telah 
terkumpul maka selanjutnya melakukan identifikasi masalah untuk menenumukan 
solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.1 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) tempat yakni di Jakarta Utara, 
Sungguminasa dan Makassar, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 
Sulawesi selatan, hal ini didasarkan pada jenis penelitian kualitatif yang 
digunakan  dan tentunya didukung oleh perkara atau kasus penistaan agama yang 
menjadi viral di akibatkan oleh pelakunya salah satu orang yang sangat 
berpengaruh di kota Jakarta yakni bapak Basuki tjahaja Purnama alias Ahok. 
B. Pendekatan Penelitian 
                                                 
1Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1. 
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Dalam penelitian ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu: 
1. Pendekatan yuridis normatif 
Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan 
menganalisa Pasal-Pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
suatu permasalahan (problem). Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat 
substasial aturan yang ada dalam regulasi dengan kenyataan yang ada di 
masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal yang tuntutkan oleh jaksa penuntut 
umum dengan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang diluar dari apa 
yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. 
2. Pendekatan Yuridis Sosiologis 
Pendekatan yuridis sosiologis, adalah merupakan penelitian yang 
dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan 
maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju 
pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada 
penyelesaian masalah (problem-solution). Pendekatan yuridis sosiologis yang 
merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam 
meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Dimana dalam skripsi 
penulis membahas mengenai penjatuhan putusan oleh hakim yang bersifat ultra 
petita. Yang akan di analisa secara sosial mengapa hal demikian dapat terjadi di 
dalam peradilan Indonesia. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder, kedua sumber data tersebut akan 
dideskripsikan sebagai berikut: 
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1. Sumber data primer adalah suatu sumber pokok untuk mendapatkan data 
pokok. Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan 
di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Sulawesi selatan dengan 
menggunakan metode wawancara dengan pihak yang berkompeten yang 
terkait dengan skripsi penulis. 
2. Sumber data sekunder adalah  sumber data atau dokumen tambahan yang 
diambil dari kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan materi yang 
dibahas baik dalam buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya. 
3. Sumber data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 
informasi dari penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel surat kabar, buku, 
karya ilmiah, interntet dan berbagai sumber lainnya. 
D. Metode Pengumpulan data 
Adapun metode pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi atau Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 
pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, 
observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan 
pancaindra lainnya. 
2. Wawancara merupakan metode utama yang di dalam mengumpulkan data 
kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penlelitian dengan cara tanya jawab sambil 
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bertatap muka antara pewawancara atau orang yang diwawancarai, dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 
pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 
lama. Dengan demikian kekhasan mendalam adalah keterlibatannya dalam 
kehidupan informan.2 
3. Studi Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam metodologi penelitian social. Dimana metode ini 
digunakan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 
degan masalah yang penyusun sedang teliti. 
E. Instrumen  Penelitian 
1. Putusan Hakim 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
3. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam 
mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara kepada 
informan. 
4. Handphone 
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi 
dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi 
kamera, video dan juga Recorder suara. 
5. Alat tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses 
penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data 
sementara dalam bentuk liasan untuk selanjutnya diolah. 
                                                 
2Efendi,Jonaedi, and johnny ibrahim. “Metode penelitian hukum normatif dan 
empiris.”Jakarta:Prenadamedia Group:Prenadamedia Group(2016) 
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F. Teknik Pengelolaan  Dan Analisis Data 
1. Teknik pengelolaan3 
a. Indentifikasi data yakni data adalah pengenalan dan pengelompokan data 
sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang 
diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 
b. Editing adalah proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
c. Coding adalah kegiatan untuk membuat pengkodean terhadap data sehingga 
memudahkan untuk dianalisis.4 
2. Analisis data 
Bertujuan untuk meguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data 
yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah dengan cara mengorganisasikan 
data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari dan menentukan apa yang dapat dituliskan dengan data-data yan berasal 
dari literatur bacaan. Analisis data dilakukan dengann langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data adalah malakukan penyederhanaan, pengabstrakan, 
pemilahan dan pemetaan (persamaaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus 
                                                 
3Bambang Sunggono.Metode penelitian hukum. 2015. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 
112 
4Syamsuddin, Paradigma  Metode Penelitian   (kualitatif dan kuantitatif), (Makassar: Shofia, 2016 
, h. 146. 
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penelitian secara sistematis dan intregral.5Data reduksi intinya mengurangi data 
yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah 
selanjutnya.6 
b. Penyajian data (data display) 
Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 
diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan 
memudahkan untuk memaknainya. 
c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 
sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 
akibat suatu fenomena dan nouma terjadi.7 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data (Lincoin dan Guba, 
1985). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan kriteria yakni: 
a. Triagulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang yang lain diluar data untuk kepeluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data tersebut. 
b. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan duga-dugaan 
yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek 
                                                 
5Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif), h. 72. 
6Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif ), h. 148.  
7Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif ), h.73. 
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analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan 
pertayaan-pertayaan tentang data.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                 
8Syamsuddin, Paradigma  Metode Penelitian  (kualitatif dan kuantitatif ), h. 76. 
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 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis yuridis Ultra Petita putusan Hakim  terhadap kasus  Penistaan 
Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 
Amar Tuntutan 
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang  pada  
pokoknya  menuntut supaya Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Jakarta Utara 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana dirnuka umum menyatakan 
perasaan  permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu 
golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP 
dalam dakwaan alternatif kedua; 
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA 
PURNAMA alias AHOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. 
3. Menyatakan : 
a. Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap 
terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas 
perkara; 
b. barang bukti nomor 12) dan  nomor 14) dikembalikan kepada 
penasihat  hukum  terdakwa; 
4. Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani  membayar biaya  perkara 
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 
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Amar Nota Pembelaan 
Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa 
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara ini memutuskan : 
1.  Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M alias 
AHOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : 
a. Melakukan tindak pidana, barang siapa dengan sengaja di muka umum 
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada 
pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; Sebagaimana tersebut 
dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dalam Pasal 156a 
huruf a KUHP;  
b. Melakukan  tindak  pidana, barang siapa di muka umum menyatakan 
perasaan permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan terhadap suatu 
atau beberapa golongan rakyat Indonesia; Sebagaimana tersebut dalam 
Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam Pasal 156 KUHP; 
2. Menyatakan membebaskan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. 
alias AHOK dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua; 
3. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan 
kemampuan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK; 
4. Menyatakan barang bukti – barang bukti yang disampaikan oleh Ir. 
BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M. alias AHOK, tetap terlampir 
dalam berkas perkara atas nama Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, 
M.M. alias AHOK; 
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5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara 
Pertimbangan hakim 
Terdakwa sangat jelas menyebut Surat Al Maidah dengan mengatakan “jadi 
jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih 
saya, ya kan dibohongi  pakai  surat Al Maidah 51 macem-macem  itu”. Mengenai 
apakah Terdakwa saat menyampaikan ucapannya terkait Surat  Al Maidah 51 
tersebut Terdakwa ada niat untuk menghina Surat Al Maidah 51 sebagaimana 
dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 
1965, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut   : 
1. Dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 
1965 disebutkan sebagai berikut: Huruf a, tindak pidana yang 
dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan 
kepada niat untuk memusuhi atau menghina; Dengan demikian, maka, 
uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, 
zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha 
untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat 
permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini; 
2. Bahwa persoalan niat adalah persoalan hati, oleh karena itu untuk menilai 
apakah Terdakwa ada niat atau  tidak untuk menghina sura t Al Maidah 
51, maka Pengadilan akan melihat dan menilai kondisi-kondisi yang 
meliputi saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut; 
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pejabat Publik, Gubernur DKI Jakarta, 
dan sebagai seorang Pejabat Publik tentu Terdakwa mengetahui kalau 
selama ini persoalan yang menyangkut agama adalah persoalan yang 
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sensitif, yang mudah  menimbulkan  gesekan  antar  umat beragama, 
karena persoalan agama adalah persoalan iman, persoalan rasa dan 
keyakinan, oleh karena itu apabila Terdakwa ingin membicarakan 
persoalan yang terkait dengan agama, seharusnya Terdakwa berusaha 
untuk menghindari penggunaan katakata atau susunan kata-kata yang 
bersifat merendahkan, melecehkan atau menghina suatu agama 
sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Penetapan 
Presiden Nomor 1 Tahun 1965; 
4. Bahwa mengenai alasan Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut 
sebagaimana dalam keterangannya bahwa ketika Terdakwa 
menyampaikan  program  ikan Kerapu yang begitu bagus tetapi ada ibu-
ibu didepan Terdakwa yang hanya diam tidak ada respon sehingga 
Terdakwa terbayang saat di Bangka Belitung jangan-jangan ini karena 
pengaruh Al Maidah karena waktu Terdakwa ikut pemilihan di Bangka 
Belitung ada ibu-ibu yang tidak mau memilih Terdakwa karena Surat Al 
Maidah, sehingga kemudian membuat Terdakwa mengucapkan kata-kata 
tersebut di hadapan warga masyarakat Kepulauan Seribu, menurut 
Pengadilan alasan ini tidak dapat diterima karena itu hanyalah asumsi 
Terdakwa yang tidak didukung dengan bukti, sedangkan Terdakwa  
sendiri saat itu tidak menanyakan kepada ibu-ibu itu apakah tidak ada 
responnya itu karena pengaruh surat Al Maidah atau karena hal yang lain. 
Di samping itu Terdakwa seharusnya bisa menghindari penyebutan simbol 
keagamaan yang berkonotasi negatif tersebut karena sebenarnya hal itu 
tidak ada kaitan dengan program budidaya ikan yang disampaikan 
Terdakwa kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu; 
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5. Berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa unsur 
yang ke 2 yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi;Menimbang bahwa 
oleh karena semua unsur dari pasal 156 a huruf a. KUHP, telah terpenuhi, 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
surat dakwaan alternatif pertama 
6. Bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan tidak 
sependapat baik dengan Penuntut Umum dalam tuntutannya maupun 
dengan Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam pembelaannya, dengan 
pertimbangan sebagai berikut   : 
a. Bahwa tentang pendapat Penuntut Umum yang menyatakan timbulnya 
keresahan di masyarakat karena adanya unggahan dari orang yang 
bernama Buni Yani, Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut 
karena berada diluar konteks perkara ini, dan dari  seluruh Saksi yang 
telah didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi 
yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya dugaan penodaan 
agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani, dari informasi yang 
beredar, yang diunggah oleh Buni Yani adalah tidak ada kata “pakai”, 
sedangkan informasi yang diperoleh para saksi ada kata “pakai”, yaitu 
dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Demikian 
pula yang dipersoalkan oleh para saksi dan dilaporkan kepada 
Kepolisian adalah ucapan Terdakwa yang dilihat oleh para saksi di 
video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta yang juga 
ada kata “pakai’, yaitu dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-
macam itu. Dengan demikian timbulnya keresahan di masyarakat 
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adalah akibat dari adanya ucapan Terdakwa tentang Surat Al Maidah 
yang ada di video Youtube yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, 
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum 
b. Bahwa tentang tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut 
agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan, 
menurut Pengadilan adalah tidak tepat, karena dalam surat tuntutan 
pidananya Penuntut Umum mencantumkan adanya hal-hal yang 
dianggap memberatkan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan 
tuntutan pidana. Dengan adanya hal-hal yang memberatkan tersebut, 
maka adalah tidak tepat kalau kemudian Penuntut Umum menuntut 
agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan . 
c. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara terpisah 
dengan Penasihat Hukumnya, ternyata pembelaan Terdakwa tersebut 
tidak memuat argumentasi yuridis yang mendukung pernyataannya 
untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut 
d.  Bahwa tentang pernyataan Penasehat Hukum yang menilai kasus ini 
adalah terkait dengan Pilkada karena Terdakwa adalah salah satu 
pasangan Calon dalam Pilkada, Pengadilan tidak sependapat dan 
menurut Pengadilan kasus ini adalah murni kasus penodaan agama. 
Jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini dalam Pilkada, itu 
memang bisa dimungkinkan tetapi hal itu tidak berarti bahwa kasus ini 
kemudian jadi terkait dengan Pilkada. Kalau kasus ini kemudian 
tampak seolah-olah terkait dengan Pilkada, hal itu adalah karena kasus 
ini terjadi saat menjelang Pilkada dan berlangsung hingga pelaksanaan 
Pilkada, dan hal itu adalah disebabkan karena Terdakwa mengucapkan 
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kata-kata yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara ini 
adalah saat menjelang Pilkada. Dari sekian banyak saksi pelapor, 
sebagian besar adalah orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan 
Pilkada di Jakarta, mereka juga bukan orang-orang yang berkecimpung 
dalam bidang politik atau partai politik, tetapi sebaliknya sebagian 
besar dari mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam 
bidang keagamaan, dan bahkan dari  beberapa orang saksi pelapor, 
mereka tinggal di luar wilayah Jakarta yang tidak ada kaitan dengan 
Pilkada di Jakarta, seperti saksi H. Williyudin Abdul Rasyid Dhani, 
S.Pd., yang tinggal di Bogor dan melaporkan kasus ini ke Polres 
Bogor, juga Saksi Muhammad Asroi Saputra yang tinggal di Kota 
Padang Sidempuan dan melaporkan kasus ini ke Polres Padang 
Sidempuan, demikian pula Saksi Iman Sudirman yang tinggal di Kota 
Palu dan melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Tengah di Palu. 
Mereka dalam melapor tidak ada yang mempersoalkan Terdakwa 
sebagai salah satu Calon dalam Pilkada, tetapi mereka hanya menuntut 
agar ucapan Terdakwa di Kepulauan Seribu sebagaimana yang dilihat 
di Youtube, yang dirasakan sebagai penodaan agama supaya diproses 
secara hukum. Dengan demikian perkara ini adalah bukan perkara 
yang terkait dengan Pilkada tetapi murni perkara pidana tentang 
penodaan agama;  
e. Bahwa tentang pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa 
Terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia yang 
diterbitkan pada Tahun 2008 sudah menyebut Surat Al Maidah 51, 
tetapi buku itu tidak pernah dipersoalkan dan sampai sekarang buku  
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itu tidak dilarang peredarannya, menurut Pengadilan apa yang ditulis 
oleh Terdakwa dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia 
tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di 
Kepulauan Seribu. Memang dalam bukunya tersebut pada halaman  40 
dibawah sub judul Berlindung Di Balik Ayata Suci, Terdakwa telah 
menyebut Surat Al Maidah 51 dengan mengatakan “Dari oknum elite 
yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan 
Surat Al maidah 51”, akan tetapi dalam buku tersebut Terdakwa tidak 
pernah menuliskan katakata terkait dengan Surat Al Maidah 51 seperti 
yang diucapkan oleh Terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu “ya kan 
dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu”. Dengan 
demikian apa yang telah ditulis oleh Terdakwa dalam buku yang 
berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan 
perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu; 
f. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut 
dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang 
ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka 
tanpa Sprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, 
penuntuan dan bermuara pada pemeriksaan dipersidangan menjadi 
ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar 
hukum, Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat 
disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum 
Praperadilan 
g.  Bahwa Terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut 
dalam halaman 514-515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang 
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kegiatan BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK berpidato di 
Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat ,  sesuai dengan pasal 31 
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain 
ia sedang menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kedudukannya 
sebagai seorang Gubernur, menurut pasal 50 KUHP setiap orang yang 
sedang bertugas menjalankan Undang-Undang tidak dapat dipidana, 
Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP 
tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang 
secara limitative menjalankan tugas tertentu, Terdakwa sebagai 
Gubernur berpidato menyampaikan program-programnya, tidak ada 
masalah sepanjang tidak menyimpang dan melanggar hukum.  
h. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum sebagaimana tersebut 
dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang 
keterangan para ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum harus 
diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang 
berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI, 
Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini 
bukan mengenai persoalan antara Terdakwa dengan MUI maupun FPI. 
i. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang diberi judul “Terkoyaknya 
Kebhinnekaan”, Pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut 
karena kasus Terdakwa murni merupakan kasus pidana, yang 
digambarkan oleh Penasihat Hukum seolah-olah Terdakwa merupakan 
korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras  dan antara 
golongan, padahal faktanya Terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang 
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menimbulkan kegaduhan dimasyarakat karena ucapannya yang 
seharusnya Terdakwa sebagai Gubernur sekaligus pelayan masyarakat 
harus mempunyai sifat kenegarawanan, selain bersikap bersih, tegas, 
jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi 
masyarakat yang dipimpinnya. 
j. Bahwa  dalam  persidangan,  Pengadilan  tidak  menemukan hal-hal 
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana, baik alasan 
pembenar atau pemaaf, maka terdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa 
mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana.  
Amar Putusan 
MENGADILI : 
- Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Penodaan Agama; 
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) Tahun; 
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; 
- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Dan barang 
bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum sebagaimana terlampir dalam 
putusan Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr Halaman 616-635 
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Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas 
perkara  
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,-(lima ribu rupiah) 
Analisis Yuridis Penulis 
Dalam proses peradilan antara pengadilan yang satu dengan yang lain 
mempunyai asas hukum yag berbeda-beda. Dalam peradilan pidana misalnya 
mempunyai asas kebebasan hakim, hakim bersifat aktif, peradilan terbuka untuk 
umum, hingga asas legalitas. Dalam peradilan perdata memiliki asas hakim 
bersifat pasif, asas objektifitas hingga peradilan terbuka untuk umum untuk kasus-
kasus tertentu kecuali perkawinan yang bersifat tertutup. Demikian halnya pada 
peradilan tata usaha Negara, mempunyai asas-asas dasar seperti asas praduga 
rechtmatig (benar menurut hukum, presumptio iustea causa), asas ini 
menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan 
hukum (benar) sampai ada pembatalan, asas pembuktian bebas, asas putusan 
pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes) dan asas keaktifan 
hakim (dominus litis). Maka dari itu, Setiap putusan pengadilan ditetapkan tanpa 
mengesampingkan asas-asas tersebut. Namun apabila merujuk kepada putusan 
yang bersifat ultra petita hampir dapat ditemukan pada keempat lembaga 
peradilan (peradilan perdata, peradilan agama, atau bahkan Mahkamah 
Konstitusi)1, tetapi secara undang-undang Ultra petita permah di jumpai pada 
                                                 
1Seperti keputusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. Perkara 369/Pdt.G/2008/PA perihal harta 
bersama, keputusan Majlis Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2263.K/PDT/1991 tentang Kasus 
Kedungombo, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Perihal Pengajian Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 
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setiap ranah peradilan namun penulis tidak akan mengkaji keberadaan penerapan 
ultra petita pada ketiga peradilan tersebut terkhusus, akan tetapi penulis akan 
mengkaji dan menelaah kemungkinan penerapan asas ultra petita pada pengadilan 
pidana dalam putusan hakim pada tindak pidana penistaan agama kasus Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat 
terkhusus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau malah sebaliknya. 
Menurut acuan pendapat penulis bahwa putusan hakim harus mampu 
menunjukkan kebenaran berdasarkan pada realitas sosial yang berkembang dalam 
tatanam hidup masyarakat. Dalam membuat keputusan, hakim harus berani 
membuat keputusan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup 
dalam masyarakat, termasuk didalamnya berani menerapkan asas hukum yang 
dianggap memberikan rasa keadilan dan kemamfaatan kepada masyarakat. 
Menurut Van Apeldoorn bahwa hakim harus menyesuaikan (waarderen) undang-
undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat 
menambah (aanvullen) undang-undang apabila perlu. Maka dari itu, Hakim harus 
menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang 
tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Pertimbangan 
mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal-
hal yang konkrit diserahkan kepada hakim. Keputusan hakim dapat memuat suatu 
hukum dalam suasana “werkelijkheid” yang menyimpang dari hukum dalam 
suasana “positiviteit”.2 
Maka dari itu, berangkat dari penambahan pendapat tersebut diatas 
memberikan dasar pertimbangan yang makin jelas bahwa hakim dengan 
                                                 
2Syafruddin Kalo, 2007, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa 
Keadilan Masyarakat, 
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kekuasaannya mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum yang sesuai 
dengan rasa keadilan, kemanfaatan hingga kepastian hukum kepada masyarakat 
yang antara lain melalui penggunaan asas ultra petita. Oleh karena itu, hakim 
mempunyai dasar yang kuat untuk memberikan keputusan adil yang bersendikan 
pada nilai-nilai keadilan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai 
kepercayaan dan keyakinan yang kuat bahwa pengadilan merupakan lembaga 
penegak keadilan. 
Putusan yang dibuat tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat 
dan komprehensif (onvoeldoende gemotiverd). Terlebih lagi dalam perkara tindak 
pidana Penistaan agama, diperlukan semangat yang kuat dan berambisi 
dikarenakan berhubungan dengan kebebasaan memilih kepercayaan hidup 
beragama. Penerapan asas ultra petita pada peradilan tindak pidana ini dibangun 
dengan dasar teori Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa idealnya dalam 
suatu putusan harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 unsur yaitu kepastian 
hukum (Resschtsicherheit), keadilan  (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan 
(Zwechtmassigkeit)3. 
Oleh karena itu, penulis menjadikan rujukan kepada Ketiga cita hukum 
tersebut harus diwujudkan oleh hakim dalam memberikan setiap putusan. Namun 
menyatukan ketiganya bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Oleh karenanya 
diperlukan kecerdasan hakim dalam memilih unsur manakah yang akan 
didahulukan. Seringkali keputusan yang dibuat oleh hakim hanya didasarkan pada 
peraturan yang berlaku atau lebih mengedepankan asas kepastian hukum dari pada 
mewujudkan keadilan bagi masyarakat (ius contra legem). Padahal Mahkamah 
                                                 
3Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, 2004, Mengenal Hukum 
Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm. 15 
61 
 
 
 
Agung sendiri dalam intruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 
1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam 
mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim 
yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang 
utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai 
dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat 
diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan 
kehakiman4. 
Ultra petita juga tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi yang disahkan pada tanggal 20 juli 2011 Diantara perubahan undang-
undang tersebut adalah mengenai kewenangan hakim dalam menggunakan ultra 
petita. Hal tersebut kemudian menimbulkan reaksi yang beragam dimasyarakat, 
khususnya masyakarakat akademik. Disamping itu, kebolehan untuk membuat 
putusan yang ultra petita juga dapat didasarkan pada kewenangan hakim untuk 
membuat hukum (judge made law). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
hakim dalam membuat keputusan tidak hanya berdasarkan pada hal-hal yang 
sifatnya normatif semata, akan tetapi dalam rangka untuk menetapkan keputusan 
yang adil, hakim juga harus mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
Dalam rangka menghasilkan putusan yang adil, hakim juga mempunyai 
kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang 
                                                 
4A. Mukti Arto, 2006, Mencari Keadilan, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 98 
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dianggap telah usang yang dianggap tidak mampu mewujudkan pemenuhan rasa 
keadilan kepada masyarakat. Atas dasar alasan ini, hakim diperbolehkan untuk 
melakukan contra legem atau menyimpangi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  Meskipun demikian, dalam dunia praktiknya hakim yang dalam 
nejalankan kebebasannya dalam melakukan penafsiran dan terobosan hukum tidak 
serta merta bebas sebebas-bebasnya tetapi merupakan kebebasan yang terikat. 
Oleh karena itu, tugas hakim dianggap sebagai upaya melakukan rechvinding 
yang jika diartikan yakni menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan 
perkembangan zaman. 
Penulis berpendapat memandang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh 
Ahok dimana sebagian besar bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut 
dikatakan mencederai peradilan yang sehat yang didalam putusan tersebut 
terdapat yang namanya Ultra Petita, namun penulis berpendapat tidak demikian. 
Setelah menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim pun dalam putusan tersebut 
sudah sangat detail bahwa sudah seharusnya terdakwa Basuki Tjahaja Purnama 
Alias Ahok dijatuhi hukuman lebih dari apa yang dituntutkan oleh penuntut 
umum dikarenakan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sudah sangat 
memenuhi unsur delik perbuatan melawan hukum. 
Kemudian penulis dapat cermati dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok, faktor yang menjadi alasan hakim dalam  menjatuhkan putusan diluar dari 
amar tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merujuk pada fakta 
persidangan yang telah dibuktikan di pengadilan dimana Terdakwa sebagai Public 
Figure dan sangat berpengaruh di Jakarta tidak semestinya melakukan pidato di 
depan masyarakat banyak dengan mengikutsertakan tentang surah Al-Maidah ayat 
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55 didalam pidato tersebut. Disisi lain pun, terdakwa sudah pernah menerbitkan 
buku yang membahas tentang kepemimpinan berdasarkan surah Al-Maidah ayat 
55 sehingga terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bagaimana penerapan surat 
Al-Maidah tersebut. Maka dari itu, terdakwa dengan niat melakukan percobaan 
penistaan agama di kepulauan seribu. 
Maka dari itu, penulis dapat simpulkan bahwa walaupun putusan Ultra Petita 
dalam pidana ada yang mengatakan mencederai peradilan Indonesia, akan tetapi 
menurut penulis pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu di 
kedepankan adalah negara dan umum. Maka hakim apabila ingin menjatuhkan 
putusan melebihi dari tuntutan Jaksa penuntut Umum ataupun sebaliknya 
berdasarkan undang-undang sah-sah saja dan tidak akan mencederai lemabaga 
peradilan yang menaunginya. 
B. Pendapat Ahli hukum dan pemuka agama terhadap Ultra Petita putusan 
Hakim  terhadap kasus Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai 
penistaan agama. 
a. Pendapat Ahli hukum 
Amanat untuk mencari kebenaran dan keadilan merupakan amanat 
terbesar yang harus dilakukan oleh hakim. Dalam rangka menciptakan 
putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat seorang hakim harus 
berani untuk berpikir progresif dan berani melakukan rule breaking. 
Penggunaan ultra petita sebagai terobosan hukum yang dilakukan hakim 
dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat merupakan pelaksanaan dari 
prinsip hukum progresif dimana dalam konsep hukum progresif menekankan 
pentingnya untuk mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat 
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meskipun harus bertolak belakang dengan hukum yang tersurat dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Menurut, Prof. Dr. H. Said Karim, S.H,.M.H,.M.Si salah satu Dosen 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berpendapat bahwa hakim yang 
melahirkan Putusan Ultra Petita melampaui batas yang dituntut Pununtut 
umum dimungkinkan menurut hukum sepanjang hal itu dilakukan 
berdasarkan fakta persidangan  dan demi mewujudkan rasa keadilan di tengah 
masyarakat.5 
Begitupun jika di kaitkan dengan kasus ahok, sebab sejak awal 
perbuatan  ahok secara faktual  memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
penistaan agama, hanya saja di dalam masyarakat timbul adanya pro dan 
Kontra, dimana ada masyarakat yang  mendukung dan  ada yang  tidak 
sehingga  pendapat  hukum  yang  diberikan oleh ahli atau praktisi hukum 
berbeda-beda. Padahal sejak semula kasus terang benderang memenuhi 
keseluruhan unsur-unsur tindak pidana penistaan agama.     
Menurut Hasan Hafidz Nur, S.H,.M.H. sebagai narahubung pelengkap 
skripsi sekaligus salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyyah kendari berpendapat bahwa pada kasus Ahok sudah sangat 
jelas memenuhu unsur tindak pidana dan majelis hakim memberikan putusan 
melebihi dari apa yang ditentukan oleh Penuntut umum dikarenakan banyak 
faktor yang menjadi alasan dari majelis hakim sesuai dengan isi putusan 
                                                 
5Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Said Karim, S.H,.M.H,.M.Si Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin bertempat di Ruangan Dosen Fakultas Hukum Unhas pada tanggal 16 mei 
2019 pukul 15.00 WITA. 
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nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR. Merujuk kepada hukum progresif 
pun, penerapan asas ultra petita di perbolehkan dikarenakan hukum Indonesia 
pun menganut hal demikian.6 
Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa sudah sangat jelas hakim 
memutuskan hal demikian dimana penulis merujuk kepada Hukum progresif 
yang tidak terpaku pada teks hukum semata, tetapi mempunyai watak rule 
breaking. Hukum dalam kasus ini harus mampu mewujudkan keadilan 
meskipun harus menyimpang dari teks formal. Hukum progresif berfungsi 
sebagai pintu darurat apabila hukum yang ada mengekang untuk terwujudnya 
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga cara untuk melakukan rule 
breaking, yaitu :7 
(1) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari 
keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk 
berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidak membiarkan diri 
terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional 
yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan 
(2) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam 
menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak 
yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu 
bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam 
                                                 
6Hasil wawancara dengan Bapak Prof Hasan Hafidz Nur, S.H,.M.H. sebagai dosen Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyyah pada tanggal 20 mei 2019 pukul 11.00 WITA. 
7Arifin. E journal.  
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(3) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip ogika saja, 
tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (commpassion) 
kepada kelompok yang lemah. 
Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana 
hakim memutuskan putusan melebihi dari apa yang di tuntutkan oleh Jaksa 
Penuntut umum diperbolehkan dikarenakan Hakim bersifat aktif dalam 
peradilan pidana dan selama putusan hakim itu pun tidak mencederai 
peradilan sehat dan tidak memihak di Indonesia ini. 
b. Pandangan pemuka agama perwakilan MUI Provinsi Sulawesi selatan 
Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat al-
Qur’an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari 
definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama 
itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu 
agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang 
dipandang dengan suci. 
Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seeorang yang 
menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, 
yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini 
bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-
Qur’an. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 
tentang pencegaham Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan 
agama adalah “Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum 
menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk 
melakukan penafsitan tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 
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melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
keagamaan dari agam itu, penafsirandari kegiatan mana yang menyimpang 
dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu 
kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau 
penghinaan. 
Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat 
dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau 
penghinaan agama mengakiatkan seseorang tersebut akan berdosa besar seta 
murtad (yakni keluar dari agama Islam). Sedangkan dalam konteks negara 
Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena 
akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa 
tahun untuk dipenjara. 
Memang secara tekstual dalam al-Qur’an memang tidak dijumpai 
kata-kata khusus yang bermakna penistaan. Akan tetapi dalam kamus Besar 
Bahasa Indonesia sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. 
Kemudian dalam surah al-An’am ayat 108 juga menjelaskan bahwa kata dari 
sabba-yasuubbu-sabb(an), yang artinya “mencaci” atau “mencela”. Namun 
makna dari penelusuran melalui kata-kata persamaan yang senada dengan 
penistaan yaitu kata la’ib (bersenda gurau, bermain-main), huzuw (berolok-
olok), dan sakhira (mengejek, mencemooh)8. Dari ketiga kata tersebut 
merupakan satu kesatuan dari kata yang menistakan agama. Oleh sebab itu, 
tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Qur’an setidaknya 
dalam empat bentuk yaitu yang Pertama, penistaan dalam bentuk 
                                                 
8Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, Jangan Nodai Agama, 4. 
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penghinaan. Kedua, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. Ketiga, 
penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. Keempat, penistaan dalam 
bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran nabi pada agama lain tidak 
benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri. 
Menurut pendapat MUI dalam putusan hakim sekaligus diperjelas 
oleh salah satu narahubung penilis yakni Bapak Dr. Abd. Wahid Haddade, 
Lc,M.Hi Bahwa mengenai kedudukan Fatwa atau Pendapat dan Sikap 
Keagamaan MUI, ini menjadi bukti surat yang mendukung alat bukti yang 
lainnya. Dalam berbagai perkara penodaan agama, Fatwa MUI menjadi 
barang bukti surat untuk dipergunakan dalam pemeriksaan di pengadilan, dan 
juga perlu diketahui bahwa untuk menunjang kekuatan bukti surat yakni 
Fatwa MUI, MUI juga menghadirkan ahli-ahli tertentu untuk mendukung 
bahwa antara ahli yang dihadirkan MUI dengan surat itu ada hubungan 
keterkaitan untuk membuktikan dapat menjadi alat bukti dipersidangan.9 
Maka dari itu, apabila kita merujuk pada kasus Ahok di Kepulauan 
seribu beberapa tahun silam, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur yang di 
dakwakan oleh ahok sudah masuk dalam kategori delik penistaan agama yang 
dibuktikan oleh fakta hukum yang diungkap dalam persidakan dan alat-alat 
bukti yang diajukan dipersidangan tersebut. 
                                                 
9Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Abd. Wahid Haddade, Lc, M.Hi sebagai Sekretaris Komisi 
Hukum dan Perundang-Undangan MUI Provinsi Sulawesi  Selatan dan bertempat Universitas 
Islam negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tanggal 20 mei 2019 pukul 11.00 WITA. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dari itu sedapatnya 
peneliti akan menarik kesimpulan: 
1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan melebihi dari amar 
tuntutan yang di inginkan oleh Penuntut Umum yaitu berdasarkan alat 
bukti yang terbukti di persidangan telah ditemukan beberapa fakta hukum 
baru dimana dalam kasus Ahok hakim bersifat aktif dalam memutuskan 
perkara tindak pidana penistaan agama. Selain itu, amar putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan amar tuntutan yang di ajukan oleh jaksa 
Penuntut Umum tidak mecederai hukum acara pidana dimana 
pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan asas 
kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum.  
2. Terdapat perbedaan pendapat ahli hukum pidana mengenai putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim di luar dakwaan oleh jaksa penuntut umum, disisi 
lain hal tersebut diperbolehkan walaupun ultra petita secara garis besar 
tidak di atur secara terang-terangan oleh undang-undang, Namun disisi 
lain hakim memiliki kekuasaan yang meredeka sehingga dimungkinkan 
untuk memberi putusan seperti kasus Ahok guna penegakan hukum dan 
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 
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B. Saran 
1. Hakim pengadilan tindak pidana harus mempunyai keberanian untuk 
memutus perkara melebihi tuntutan yang diajukan penuntut umum dalam 
rangka menjamin penegakan hukum dengan menggunakan asas ultra petita; 
2. Mahkamah Agung dan atau instansi terkait lainnya dalam perekrutan hakim 
pengadilan harus memilih calon hakim yang mempunyai keahlian untuk 
manggali dan menemukan hukum sesuai dengan rasa keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
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